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DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BANYUMAS, 

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara 
efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan 
pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 20 14, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di 
Kabupaten Banyumas Tahun 2015; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2015; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi 

Jawa Tengah; _ 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua n gan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
tentang 

Republik 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Indonesia Ta hun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Na:::::;55); 



5. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintaha n Daerah (Lembaran Negara Republik 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 . 

Ind · onesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom~r 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta h Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerinta h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
Pera turan Pemerinta h Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Derah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangka t Daerah (Lemba ran Negara Republik 

d 
· Ta hun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemba ran In ones1a 

Negara Republik Indonesia Nomor 474 1); 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pera tu ran 

t · dan Tugas Pembantuan (Lembara n Negara 
Dekonsen ras1 

.k I d nesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Repunbh n o . 

N 
Republik Indonesia Nomor 4816); 

Lembaran egara 
P 

·ntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Peratura n emen . 

d I. n Intern Pemen ntah (Lembara n Nega ra 
S . t Pengen a ,a 

is em . Ta hun 2008 Nomor 127, Tambaha n 
R blik Indonesia 

epu Republik Indonesia Nomor 4890); 
Lembaran Negara V 



l.!enetapkan 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Peraturan Menteri Dal . 
tentang Pedoman am Negen Nomor 23 Tahun 2007 

Penyelenggaraan Pem :ata Cara Pengawasan Atas 
diubah de enntahan Daerah sebagaimana telah 

ngan Peratura M . . 
Tahun 200g n enten Dalam Negen Nomor 8 

tentang Perub h . Dalam N . a an Atas Peraturan Menten 
T egen Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman 

ata . Cara Pengawasan 
Pemermtahan Daerah· Atas Penyelenggaraan 

Pe raturan Me t • 0 ' 
n en alam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Pedoman p 
L. ku enanganan Pengaduan Masyarakat di 

mg ngan Depa t D r emen a lam Negeri dan Pemerintah 
Daerah; 
Peraturan Ment · D 1 . en a am Negen Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Organisas i dan Tata Kerja 
lns pektorat Provinsi Kabupaten/ Kota; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 
tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2014; 

Peraturan Bupa ti Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Togas dan Fungsi Inspektorat 
Kabupaten Banyumas (Serita Daerah Kabupaten 
Banyumas Tahun 2010 Nomor 33) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Banyumas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan 
ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Togas Fungsi Inspektorat Kabupaten 
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 
2014 Nomor 42); 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah 
Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 89); 
Peraturan Bupati Banyumas _Nomor ~08 Tahun 2010 
tentang Kebijakan Akuntans1 Pemenntah Kabupaten 
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Ta hun 

2010 Nomor 108); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN 

BANYUMAS TAHUN 20lS. 

Pasal 1 
Oalan, p d. ksud dengan : 
1 eraturan Bupati ini yang ima 

i ~aerah adalah Kabupaten Banyumas. t Banyumas 
'<aniatan adalah Kecamatan daJam Kabupa en \f · 



3 pemerintah an Daerah adalah 
· . penyelengg • h 
Pernenntah Daerah dan De p araan urusan pemenntahan ole 

wan erw kil 
otonomi dan tugas pembantu d a an Rakyat Daerah menurut asas 

an engan prin · d I sistem dan prins ip Nega K s ip otonomi seluas-luasnya a am 
ra esatuan R bl'k . 

dirnaksud dalam Undang-Undan epu I Indonesia, sebaga1mana 

1945, g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

4_ Pernerintah Daerah adalah Bup t' d 
l . a I an perangkat daerah sebagai unsur penye en ggara pemermtah daerah. 

5. Kebijakan Pen gawasan atas peny 1 . 
d d e enggaraan Pemenntah Daerah ada lah pe oman an acuan serta sa 

. saran arah keb1jakan pengawasan dalam 
pelaksanaan pembmaan dan 

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah 
daerah. 

6 Pengawasan atas penyelenggara · • 
· . . an pemennta h daerah adalah proses keg1atan 
yang_ dituJukan ':1ntuk menja min agar pemerintahan daerah berjalan secara 
efektif dan efi5 ten sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adala h 
aparat yang m elaksanaka n pengawasan atas penyelenggaraan Pemerin tah , 
Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan 
kewenangannya yang meliputi Inspektora t Jenderal Kementerian, Unit 
Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan 
lnspektorat Kabupaten/Kota. 

Pasa12 
Sistematika Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 
Kabupaten Ba nyumas Ta hun 2015 sebagai berikut: 
I. Pendahuluan; 
II. Arah Kebijakan Pengawasan; 
m. Ruang Lingkup; 
IV. Program dan Kegiatan Pengawasan / Pemeriksaan; 
V. Koordinasi Pengawasan; 
VI. Penutup. 

Pasal 3 
Uraian Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten 
Banyumas Ta hun 2015 sebagaimana dimaksud d~la m pasal 2,_ tercantum dal~ 

Lam · kan bagi·an yang tidak terp1sahkan dar1 Peraturan Bupat1 p1ran yang merupa 
ini. 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Aga . h · ya memerintahkan pengundangan Peratu ran r set1ap orang mengeta um , 
Bu • . . dalam S erita Daerah Ka bupa ten Banyumas . Pat1 m1 dengan penempatannya 

•-1 ,.. ~ .,TON0 1 Mal 
l lit I l r1uda 
116 199003 1 009 .,~ 

'\SL ◄ ai,14. ~•""1{ " 
- -----

Ditetapka n di Purwokerto 

pa da tanggal 0 8 NOV 2014 

BUPATI BANYUMAS, 

~ 
ACHMADHU~ 



LAMPIRAN 
NOMOR PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

TENTANG 

KEBIJAKAN PENGAWASAN 

PENYELENGGARMN PEMERINTAH DAERAH 
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 20 15 

KEBfJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARMN PEMERINTAH DAERAH 

DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah 
penga_wasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk 
perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar 
tujuan dapat tercapa i secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan d1 daerah 
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai 
fungsi dan kewenangannya. Di tingkat Kabupaten, Inspektorat Kabupaten 
melakukan pengawasan terhadap ; a. Pelaksanaan urusan pemerintahan 
di daerah Kabupaten, b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam 
hubungan tersebut agar pelaksanaannya berjalan efisien dan efektif maka 
perlu ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kabupa ten Banyumas Tahun 20 15. 

B. Tujuan 
Tujuan kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Tahun 2015: 
l. Melaksanakan hasil koordinasi pengawasan di Provinsi Jawa Tengah 

dalam rangka mengeliminir terjadinya tumpang tindih pengawasan 

antar APIP; 
2. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat 

strategis agar pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; . 
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Program KerJa Pengawasan 

Tahunan masing-masing Wilayah Jnspektur Pembantu pada Inspektorat 

Kabupaten Banyumas . 

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN 
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah _D_aerah di 

K b B as Tahun 2015 berpedoman pada M1s1 Kesatu 
a upaten anyum . " . . 

K b tahun 2013-2018 ya1tu Menc1ptakan b1rokrasi 
a upaten Banyumas . . . . . 

• h o'esional bersih, part1s1pa t1f dan 10ovat1f agar pemermta an yang pr 1, , 

t b • t han yang efektif dan terpercaya melayani er angun pemenn a . 
U P

ada kebijakan dan strateg1 Rencana Kerja 
masyarakat" da n mengac 
Pemerintah Daerah (RKPD) Ka bupaten Banyumas tahun 20~5. 

.. p awasan Penyelenggaraan Pemenntah Daera h 
Arah Keb1Jakan eng . . 

d. T h n 2015 dinya takan sebaga1 benkut: 
• Kabupaten Banyumas a u V 



1. Memfokuskan secara ce . 
bersifat k b ""ak rmat 0 bJek dan sasaran pengawasa n yang 

e 1J an stra teg· 
Pemerintah p is atas penyelenggaraa n tugas umum 

an , embangunan d K 
2. Menitikberatkan an emasyarakatan; . 

d pengawasan pada program/kegiatan yang terkrut 
enga~ uru~~ pemerintahan dibidang pelayanan dasar masyarakat 

sepe:11 pend1d1kan, kesehatan dan infras truktur 
3 . Menmgkatkan efektifitas Pembinaan . dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pe · h J J · mennta Daerah Kabupaten Banyumas me a UI 

upaya koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal dan 
pengawasan masyarakat; 

4 · Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan 
Aparat Pengawas intern dan ekstern pemerintah serta penangana n 
pengaduan masyarakat. 

Disamping itu, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 terdapat penekanan 
arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain : 
1. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka 

mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atas LKPD. 
2. Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM 

Mandiri Perkotaan/Pedesaan yang dilakukan secara joint audit 
dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi. 

3. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa terkait dengan 
berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

4. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP). 

5. Asistensi terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi. 

6. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 
2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 

Tahun 2012-2015. 
III. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintah daerah meliputi : 
1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari : 

a. Kebijakan daerah; 
b. Kelembagaan; 
c. SOM Daerah; 
d. Keua ngan Daerah; 
e. Aset/Barang Daerah. 

2. Pengawasan Urusan Pemerintah yaitu Urusan Wajib dan Urusan 

Pilihan yang terdiri dari : 
a. Pendidikan 
b. Kesehatan . .

1 c. Kependudukan dan Catatan Sipi ; . 
d. Kesatuan Bangsa dan PoHUk Dalam Negev 



,.. 

3) Pemeriksaan atas B 
kepada D antuan Keuangan Pemerintah Kabupaten esa. 

g. Pemeriksaan Khusus / Str . 
h P . ateg1s· 

. emenksaan Kasus/ ' 
i. Pemeriksaa p 

I 
Penanganan Pengaduan Masyarakat; 

Pelayana Tn e ayanan Pubiik; lklim Investasi dan Iklim Usaha 
. n erpadu Satu Pintu (PTSP)· 

j · Pemenksaan lainn . ' . 
G b ya atas penntah Bupati atau pelimpahan dan 

u ernur/Menteri Dalam Negeri 
k. Pemantauan ke · t fi . 
1 p . gia an 1S1k bangunan dan kas/stok opname. 
~ . e:enksaan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa. 

2 · eviu . aporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Sesua1 dengan Pe t . ra Uran Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pela pora n Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah 
Daerah melakukan · • · rev1u atas Laporan Keuangan dan KmerJa 
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan 
se belum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RJ) selambat-Iambatnya 3 (tiga) 
bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. 
Yang dimaksud dengan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah adala h prosedur penelusuran angka-angka, permintaan 
keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi 
Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan 
keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus 
dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut 
disajikan berdasarkan Sistem Pengenda lian Intern (SP!) yang 
memacla i clan sesuai clengan Stancla r Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). 

3 . Monitoring dan Evaluasi 
a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan 

dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara 
terus men erus atau berka la pada setiap tingkatan atas program 

agar sesuai rencana; 
b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, 

akuntabilitas kinerja claerah atau program dan kegiatan 
pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan 
pemerintah daerah, yang meliputi Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan_ Daera~, Evaluasi Lapora~ 
Akuntabilitas Kinerja Instans1 Pem~rmtah dan E~aluas1 

d I ksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemermtah. 
terha ap pe a . . . 

4 _ Pemantaua n clan Pemuta khiran Data Tmdak La nJut Has1l 

Pengawasan · h ·1 
t ·malisasi tindak lanJut as1 pengawasan, 

Da la m ra ngka op 1 . . . . 
dan pemuta khtran da ta tmdak la nJut has1! 

dilakuka n pemanta uan 
. cl k Lanjut climaksud selambat-la mba tnya 60 

pengawasa n. Tm _ak I cler setelah ta nggal diterimanya la pora n 
(enam puluh) ha n a en 

hasil pengawasan. V I 



B. Kegiatan Penunjang 
Untuk m encapai kebe h ·1 • I . r asi an keg1atan uta ma pengawasan per u 
d1dukung dengan keg1·at · · · d · a n penunJang pengawasan yang terdm an 
atas: 

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 

Dal~ upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, 
kapasitas/kapabilitas, dan profesionalisme SOM Pengawasan perlu 
terus di tingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan 
yang m eliputi Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), 
Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, Diklat 
sertifikasi menyongsong pembinaan karier Aparat Pengawas lewat 
sertifikasi J abatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusa n 
Pemerintah di Daerah (JFP2UPD). Diklat Penjenjangan Struktural, 
Diklat Manajemen Pengawasan, Diklat Teknis Substantif (antara 
lain diklat/bintek audit kinerja, diklat/bintek audit barang/jasa 
serta diklat penunjang lainnya). Selain itu perlu pula dilakukan 
berbaga i forum seperti seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), 
pengawasan dalam rangka meningkatkan dan m engembangkan 
konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing 
profesional education). 

2 . Pengemba ngan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan 
Dalam rangka penyusunan Sistem Jnformasi Pe ngawasan yang 
terpadu, setia p APIP harus menyusun database pengawasan yang 
terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Database pengawasan 
tersebut antara lain mencakup da ta objek pengawasan , temuan 
dan tindak lanjut hasil pengawasan da ri berbagai da ta SOM 
pengawasan. 

3. Kegiatan Penunjang Lainnya 
Kegia tan APIP yang bers ifat penunjang lainnya adalah pembuatan 
laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan 
pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan dafta r objek 
pengawasan , penyusunan da ftar temuan dan tinda k lanjut hasil 

pengawasan. 
V. KOORDINASI PENGAWASAN 

Untuk m ewujudka n e fektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah 
diperlukan koordinasi antara APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan 
Koordinas i yang p erlu dilaksan akan mencakup : 
A. Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) 

Untuk meningkatka n koordinas i pengawasan di antara jajaran APIP 
perlu dilaksana kan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna 
memperoleh kesamaan persepsi mengena i kebija kan pengawasan, 
memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus m engeliminas i 
adanya tumpa ng tindih pela ksanaan pemeriksaan. 

B. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP 
Dalam satu tahun anggaran, satu objek pem eriksaan da pat 

dila kuka n pemeriksaan lebih da ri l(satu) ka li dengan ketentua n; 
1. Pemeriksaan dilaksanaka n oleh APIP yang sama atau berbeda; 
2. Tenggang waktu pemec;ksaan m;n;ma l V ian; 



3. Sasaran Pemeriksaan sama atau berbeda· 
4. Ketentu_an ini tidak berlaku untuk pem~riksaan investigatif yang 

dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 
Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Banyumas 
ditetapkan oleh Bupati Banyumas dalam Rencana Pengawasan 
Tahunan APIP di Kabupaten Banyumas. 

VJ. PENUTUP 
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 

Kabupaten Banyumas Tahun 2015 merupakan upaya untuk 
meningkatkan dan menyinergikan seluruh kegiatan APIP secara umum 
dan kegiatan Auditor khususnya di Kabupaten Banyumas dalam rangka 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan intern~! 
pemerintah. Sehubungan dengan itu, diperlukan komunikasi dan _kerJa 
sama seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Banyumas sehm_gga 
program-program yang disusun dapat saling menunjang satu sama l_am. 

Diharapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntah 
Kabupaten Banyumas ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun 
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banyumas 
Tahun 2015. 

BUPATI BANYUMAS, 

~ 
ACHMAD HU~ 


